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PUTUSAN
Nomor 862 K/Pid.Sus/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan

oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Neger Payakumbuh, telah memutus

perkara Terdakwa:
Nama : WAWAN KURNIAWAN Pgl WAWAN bin
MARSIL;
Tempat Lahir : Payakumbuh;

Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 13 Juli 1986;
Jenis Kelamin . Laki-laki;

Kewarganegaraan :Indonesia;

Tempat Tinggal :Jalan Pahlawan Nomor 36 RT 003 RW 004,
Kelurahan Ibuh, Kecamatan Payakumbuh Barat,
Kota Payakumbuh;

Agama s Islam;

Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan
tanggal 12 Juni 2022;
Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) sejak tanggal 13 Juni 2022 sampaidengan sekarang;
Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut yaitu:
Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika;
Atau
Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika;
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Mahkamah Agung tersebut;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Payakumbuhtanggal 14 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Pgl WAWAN bin MARSIL
bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika” sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 114 (1) Undang-Undang Nomor 35 TAHUN
2009 sebagaimana dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Pgl
WAWAN bin MARSIL berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun
dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara
ditambah dengan denda sebesar Rp1,000,000,000 (satu miliar rupiah)
Subsidair selama 6 (enam) Bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) Paket Paket Kecil Narkotika Golongan | Jenis Sabu Yang

Dibungkus Dengan Plastik Bening;

— 1 (satu) Buah Timbangan Digital Warna Abu-abu;

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna Hitam Biru Dengan Nomor
Sim Card 081265134654;

— 1 (satu) Bungkus Plastik Bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Pgl WAWAN bin

MARSIL membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh  Nomor
85/Pid.Sus/2022/PN Pyh tanggal 21 September 2022 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wawan Kurniawan Pgl Wawan bin Marsil tersebut di
atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“‘Melawan Hukum Memiliki Narkotka Golongan | bukan tanaman”
sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00
(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
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3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik
bening;

- 1 (satu) unit timbangan digital warna abu abu;

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam Biru dengan nomor sim
card 081265134654;

- 1 (satu) pak plastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor
215/PID.SUSR022/PT PDG tanggal 10 November 2022 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri  Payakumbuh  Nomor
85/Pid.Sus/2022/PN.Pyh tanggal 21 September 2022, yang dimintakan
banding tersebut;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah
Rp2.500,00 (dua ribulima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Akta.Pid.K/2022/PN Pyh
juncto Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pyh yang dibuat oleh Panitera pada
Pengadilan Negeri Payakumbuh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29
November 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Neger Payakumbuh
mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang

tersebut;
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Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Desember 2022 dari Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang
diteima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 7
Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah
dibertahukan kepada Kejaksaan Neger Payakumbuh pada tanggal 18
November 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi
pada tanggal 29 November 2022 serta memor kasasinya telah diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 7 Desember 2022.
Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh
karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat
diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon
Kasasi/Penuntut Umum dalam memor kasasi selengkapnya termuat dalam
berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon
Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai
berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena judex
fact tidak salah dalam menerapkan hukum, judex facti telah mengadili
Terdakwa dalam perkara a quo sesuai hukum acara pidana yang berlaku
serta tidak melampaui wewenangnya,;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah mengenai
judex fact tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak
sebagaimana mestinya, yaitu judex fact salah dalam memperimbangkan
dakwaan Penuntut Umum, menurut Penuntut Umum berdasarkan fakta
persidangan, seharusnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan
perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu bukan Kedua;

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa
dihubungkan barang bukt diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa terbuki

memilki shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,29 (nol koma dua
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sembilan) gram yang ditemukan Petugas saat menangkap Terdakwa. Shabu
tersebut merupakan sisa konsumsi Terdakwa yang sebelumnya dibeli
Terdakwa dar Sdr. Hendra Suriadi pgl Hen Naro (DPO) seharga
Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan shabu tersebut
merupakan pembelian yang ketiga dari Sdr. Hendra Suriadi pgl Hen Naro.
Bahwa berdasarkan berita acara hasil uji laboratorium tanggal 16 Juni 2022,
disimpulkan barang bukt tersebut Positf mengandung Metamfetamina
termasuk Narkotika Golongan I. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa
telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana
telah tepat dan benar dipertimbangkan judex facti;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat
dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktan yang bersifat
penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat
diperimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan
tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan
hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau
apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-
Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya,
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula
putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau
undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk
membayar biaya perkara padatingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan
Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta

peraturan perundang-undangan lainyang bersangkutan;
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MENGADILI:
- Menolak permohonan kasasi darn Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM
pada KEJAKSAAN NEGERIPAYAKUMBUH tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada
tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Kamis, tanggal 6 April 2023 oleh Dr. H. Suhadi, SH., MH., Hakim Agung
yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soesilo,
SH., MH., dan Suharto, SH., MHum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadirn Hakim-Hakim
Anggota serta Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., MH., Panitera Pengganti dengan

tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Ttd/ Ttd/

Soesilo, S.H., M.H. Dr.H. Suhadi, S.H., M.H.
Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 198612 2 001
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